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ABSTRAK

Reza Hadi Satria, 2220821060

Analisis Kompetensi Pegawai dalam Penyelenggaraan Sidang Badan di
Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI

Skripsi, xv him, 137 Halaman
Dosen Pembimbing: Budi Fernando Tumanggor. SS., MBA.

Penelitian ini menganalisis kompetensi pegawai dalam penyelenggaraan
Sidang Badan di Biro Sekretariat Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia, dengan tujuan memetakan kesenjangan antara kompetensi aktual
pegawai dan standar yang seharusnya sebagai dasar pengembangan yang tepat
sasaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui
wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen terhadap empat belas
informan dari enam kategori, mencakup pejabat dan pelaksana persidangan,
sembilan sekretariat unsur pimpinan, serta Biro Teknologi Informasi. Kompetensi
dianalisis melalui tiga dimensi, yaitu teknis, manajerial, dan sosial kultural, dengan
indikator pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Hasil penelitian menunjukkan kompetensi pegawai belum merata. Pemahaman
prosedur dan manajemen jalannya sidang sudah memadai, dan dimensi sosial
kultural seperti integritas, kerahasiaan, kerja sama, dan netralitas, serta sisi
komunikasi dan orientasi pelayanan tergolong kuat. Kesenjangan terkonsentrasi
pada keterampilan teknis tertentu, khususnya penyusunan risalah, pengelolaan arsip
digital, dan pemanfaatan teknologi, serta pada ketepatan waktu koordinasi lintas
unit, terutama pada pegawai baru.

Penelitian juga menemukan tingginya ketergantungan pada pegawai senior,
dan sebagian kesenjangan berakar pada faktor struktural seperti keterlambatan
pasokan materi, beban kerja, dan keterbatasan sistem. Oleh karena itu,
pengembangan kompetensi perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata
kelola dan dukungan sistem.

Kata Kunci: kompetensi pegawai, Sidang Badan, pengembangan kompetensi,
sekretariat pimpinan, BPK RI
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ABSTRACT

Reza Hadi Satria, 2220821060

Analysis of Employee Competence in Organizing Board Meetings at the
Secretariat Bureau of the Leadership of the Audit Board of the Republic of
Indonesia (BPK RI)

Undergraduate Thesis, xv, 137 Pages
Supervisor: Budi Fernando Tumanggor. SS., MBA.

This study analyzes employee competency in organizing Board Sessions at the
Secretariat of the Leadership Bureau of the Audit Board of the Republic of
Indonesia, aiming to map the gap between employees' actual competency and the
expected standard as a basis for well-targeted development. It applies a descriptive
qualitative approach through in-depth interviews, observation, and document
review involving fourteen informants from six categories, including session officials
and staff, nine secretariats of the leadership members, and the Information
Technology Bureau. Competency is analyzed through three dimensions, namely
technical, managerial, and socio-cultural, using knowledge, skill, and attitude as
indicators.

The findings show that employee competency is uneven. Procedural
understanding and session management are adequate, and the socio-cultural
dimension such as integrity, confidentiality, teamwork, and neutrality, along with
communication and service orientation, is relatively strong. The gaps are
concentrated in certain technical skills, particularly minutes drafting, digital
archiving, and technology use, as well as in the timeliness of cross-unit
coordination, mainly among newer staff.

The study also finds a high dependence on senior employees, and some gaps
are rooted in structural factors such as late material supply, workload, and limited
system support. Therefore, competency development must proceed alongside
governance and system improvements.

Keywords: employee competency, Board Session, competency development,
leadership secretariat, BPK RI
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan roda penggerak utama dalam birokrasi
pemerintahan yang memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Di era modern yang penuh dengan
dinamika dan disrupsi teknologi serta tuntutan publik yang kian meninggi, kualitas
pelayanan publik dan efektivitas kelembagaan negara sangat bergantung pada
kualitas sumber daya manusia yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk
kompetensi kerja.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai lembaga
eksaminatif tertinggi di Indonesia yang bebas dan mandiri memiliki mandat
konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Untuk menjaga marwah, kredibilitas, dan objektivitas hasil pemeriksaan tersebut,
proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan BPK RI harus dilakukan melalui
mekanisme yang sangat rigid, akuntabel, dan transparan.

Salah satu pengejawantahan dari proses pengambilan keputusan strategis
tersebut adalah Penyelenggaraan Sidang Badan. Sidang Badan merupakan forum
tertinggi di BPK RI yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK
untuk membahas, merumuskan, serta menetapkan kebijakan-kebijakan strategis,
arah pemeriksaan, maupun laporan hasil pemeriksaan sebelum diserahkan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemangku kepentingan lainnya. Mengingat
output dari Sidang Badan ini berdampak langsung pada kebijakan fiskal, penegakan
hukum, dan akuntabilitas keuangan negara, maka seluruh proses pra-sidang,
pelaksanaan sidang, hingga pasca-sidang harus berjalan tanpa cela (zero error).

Unit kerja yang memegang komando dan tanggung jawab penuh atas
kelancaran, kerahasiaan, serta legalitas formal dari seluruh rangkaian Sidang Badan
adalah Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI. Pegawai yang ditempatkan pada biro ini
memikul tanggung jawab yang sangat berat. Mereka tidak hanya dituntut memiliki

keahlian teknis-administratif konvensional seperti menyusun risalah, menyiapkan



berkas, dan menjadwalkan agenda, melainkan juga harus memiliki kompetensi
manajerial, kompetensi sosial-kultural, serta pemahaman mendalam mengenai
aspek hukum ketatanegaraan dan substansi pemeriksaan keuangan negara.

Kompetensi pegawai menurut Spencer dan Spencer (1993) didefinisikan
sebagai karakteristik mendasar yang dimiliki oleh seorang individu yang
berhubungan secara kausal dengan kinerja yang unggul atau efektif dalam suatu
pekerjaan. Kompetensi ini mencakup lima dimensi utama, yaitu motif (motives),
sifat (traits), konsep diri (self-concept), pengetahuan (knowledge), dan
keterampilan (skills).

Dalam konteks Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI, kelima dimensi ini
diterjemahkan menjadi kebutuhan akan pegawai yang memiliki integritas tinggi
(motif dan sifat), ketahanan kerja di bawah tekanan waktu yang ketat (konsep diri),
pemahaman regulasi BPK (pengetahuan), dan kemampuan komunikasi taktis serta
pemanfaatan teknologi informasi digital (keterampilan).

Namun, pada realitas operasionalnya, penyelenggaraan Sidang Badan
seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber dari fluktuasi
kompetensi pegawai. Dinamika perubahan agenda pimpinan yang sangat cepat,
volume dokumen pemeriksaan yang masif dan bersifat rahasia, serta keharusan
untuk mengoordinasikan berbagai satuan kerja di internal BPK menuntut
fleksibilitas kognitif dan kapabilitas eksekusi yang tinggi dari para pegawai.

Fenomena yang terkadang muncul di lapangan mengindikasikan adanya celah
(gap) kompetensi, seperti keterlambatan dalam penyusunan risalah sidang,
koordinasi inter-departemen yang kurang optimal, hingga adaptasi teknologi sistem
informasi persidangan yang belum merata di antara seluruh staf.

Jika kompetensi pegawai dalam penyelenggaraan Sidang Badan ini tidak
dianalisis secara mendalam dan komprehensif, maka terdapat risiko terjadinya
degradasi kualitas dokumen hasil sidang, potensi kebocoran informasi yang bersifat
rahasia negara, atau keterlambatan pengambilan keputusan yang dapat
mengganggu ritme kerja institusi BPK secara mako.

Oleh karena itu, evaluasi dan pemetaan berbasis ilmiah mengenai sejauh mana

kompetensi pegawai di Biro Sekretariat Pimpinan telah memenuhi standar



kebutuhan organisasi mutlak diperlukan. Penelitian ini diarahkan untuk menguliti
secara objektif potret kompetensi yang ada, hambatan yang dihadapi, serta strategi
pengembangan yang relevan.

Dalam setiap organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, kualitas sumber
daya manusia menjadi pilar utama yang menentukan sejauh mana tujuan organisasi
dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Hasibuan (2019) menegaskan
bahwa manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi,
karena manusialah yang menjadi perencana, pelaku, sekaligus penentu terwujudnya
tujuan organisasi. Oleh karenanya, pengelolaan sumber daya manusia secara
profesional, terencana, dan berbasis kompetensi menjadi keharusan yang tidak
dapat lagi dikesampingkan di era birokrasi modern.

Di tengah tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks dan
akuntabel, lembaga-lembaga negara dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas
dan kapabilitas pegawainya. Salah satu konsep yang paling relevan dalam konteks
ini adalah kompetensi. Otoo (2020) mendefinisikan kompetensi sebagai
karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang secara kausal berkaitan dengan
efektivitas dan kinerja unggul dalam suatu pekerjaan atau situasi tertentu.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga
negara yang memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan, BPK RI bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang dilakukan oleh seluruh entitas pengguna keuangan negara.
Dalam menjalankan fungsi konstitusional tersebut, BPK RI menyelenggarakan
berbagai proses kelembagaan internal yang menuntut tata kelola yang tinggi. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, BPK RI tidak hanya melakukan pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, tetapi juga
menyelenggarakan berbagai proses kelembagaan internal yang menuntut tata kelola
yang baik. Salah satu proses kelembagaan yang paling penting tersebut adalah
penyelenggaraan Sidang Badan. Sidang Badan merupakan forum pengambilan
keputusan tertinggi di lingkungan BPK RI yang dihadiri oleh seluruh anggota BPK

dan digunakan untuk membahas serta menetapkan berbagai keputusan strategis



lembaga, mulai dari pengesahan laporan hasil pemeriksaan hingga penetapan
kebijakan kelembagaan yang bersifat fundamental. Forum ini dihadiri oleh seluruh
Anggota BPK untuk membahas serta menetapkan berbagai kebijakan fundamental
kelembagaan, termasuk pengesahan laporan hasil pemeriksaan yang memiliki
konsekuensi hukum signifikan.

Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI adalah unit kerja yang secara langsung
bertanggung jawab memberikan dukungan administratif, teknis, dan protokoler
kepada pimpinan BPK, termasuk dalam penyelenggaraan Sidang Badan.
Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, Biro Sekretariat Pimpinan
membawahi beberapa sub bagian, di antaranya Sub Bagian Persidangan yang
secara khusus menangani persiapan, pelaksanaan, serta pendokumentasian Sidang
Badan. Cakupan tugasnya meliputi penyiapan agenda dan materi sidang,
pengaturan logistik dan fasilitas, pencatatan jalannya sidang, penyusunan risalah,
hingga distribusi keputusan hasil sidang kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan data internal dan Biro Sekretariat Pimpinan dan hasil wawancara
pra penelitian dengan salah satu key informant, diketahui dari tahun 2021 sampai
dengan Mei 2026, Sidang Badan diselenggarakan rata-rata 12 kali per tahun.
Merujuk data pegawai Biro Sekretariat Pimpinan tahun 2026 jumlah pegawai yang

terlibat dalam penyelenggaraan sidang badan berjumlah 15 orang dengan rincian

pada tabel berikut:
Tabel 1. 1
Data Pegawai Penyelenggaraan Sidang Badan
NO | Status | Pangkat/Golongan Jabatan Peran
1 | ASN | Pembina Utama Kepala Biro Penanggungjawab
Madya (IV/d) Sekretariat penyelenggaraan Sidang

Pimpinan Badan

2 | ASN | Penata Tk. I (Ill/d) | Kepala Bagian Kordinator tim
Persidangan dan | penyelenggara Sidang
Protokol Badan




3 | ASN | Penata Muda Tk.I | Plh. Kepala Sub Tim Substansi dan Risalah
(I1I/b) Bagian Sidang Badan
Persidangan
4 | ASN | Penata Tk. I (IlI/d) | Pranata Tim Substansi Sidang
Hubungan Badan
Masyarakat Ahli
Pertama
5 | ASN | Penata Tk. I (IllI/d) | Penelaah Teknis | Tim Sarana dan Prasarana
Kebijakan Sidang Badan
6 | ASN | Penata Muda Tk. I | Pengelola Tim Sarana dan Prasarana
(I1I/b) Layanan Sidang Badan
Operasional
7 | ASN | Penata Muda Tk.I | Penelaah Teknis | Tim Substansi Sidang
(I11/b) Kebijakan Badan
8 | ASN | Penata Muda Pranata Tim Substansi Sidang
(11/a) Hubungan Badan
Masyarakat Ahli
Pertama
9 | ASN | Penata Muda Pengadministrasi | Tim Sarana dan Prasarana
(I11/a) Perkantoran Sidang Badan
10 | ASN | Penata Muda Pengadministrasi | Tim Sarana dan Prasarana
(ITl/a) Perkantoran Sidang Badan
11 | PPPK | IX (IX) Pranata Tim Jamuan Sidang Badan
Hubungan
Masyarakat Ahli
Pertama
12 | PPPK | V (V) Pengadministrasi | Tim Jamuan Sidang Badan
Perkantoran
13 | PPPK | V (V) Pengadministrasi | Tim Jamuan Sidang Badan
Perkantoran
14 | PPPK | V (V) Pengadministrasi | Tim Jamuan Sidang Badan
Perkantoran




15 | PPPK | V (V) Pengadministrasi | Tim Jamuan Sidang Badan

Perkantoran

Penyelenggaraan sidang badan merupakan sebuah proses terstruktur yang
melibatkan berbagai tahapan krusial, mulai dari fase pra-sidang, pelaksanaan
sidang, hingga pasca-sidang. Untuk memastikan kelancaran seluruh rangkaian
kegiatan tersebut, dibentuk sebuah tim kerja yang terdiri dari pegawai dengan
berbagai latar belakang status, pangkat atau golongan, serta jabatan yang saling
melengkapi. Struktur organisasi dalam penyelenggaraan sidang ini melibatkan
aparatur yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), baik pegawai tetap
maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada level kepemimpinan dan penanggung jawab utama, jalannya seluruh
rangkaian sidang badan dikomandoi oleh seorang ASN berpangkat Pembina Utama
Madya (IV/d) yang menjabat sebagai Kepala Biro Sekretariat Pimpinan. Di
bawahnya, koordinasi operasional tim penyelenggara dipegang oleh seorang ASN
berpangkat Penata Tk. I (III/d) dengan jabatan Kepala Bagian Persidangan dan
Protokol. Sementara itu, pengelolaan substansi serta perisalahan sidang secara
teknis dipimpin oleh Plh. Kepala Sub Bagian Persidangan dengan pangkat Penata
Muda Tk. I (ITl/b).

Aspek substansi materi persidangan dikelola oleh sebuah tim yang
mengintegrasikan beberapa fungsional ahli. Tim substansi ini diperkuat oleh ASN
berpangkat Penata Tk. I (II/d) dengan jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli
Pertama. Terdapat pula seorang Penelaah Teknis Kebijakan berpangkat Penata
Muda Tk. I (Ill/b), serta HF yang juga menjabat sebagai Pranata Hubungan
Masyarakat Ahli Pertama dengan pangkat Penata Muda (III/a). Kolaborasi dalam
tim  substansi ini  bertujuan untuk merumuskan, menelaah, serta
mendokumentasikan materi sidang secara komprehensif.

Di sisi lain, kelancaran operasional dan teknis di lapangan sangat bergantung
pada Tim Sarana dan Prasarana Sidang Badan. Tim ini diisi ASN Penata Tk. I
(III/d) yang menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan, dan seorang Pengelola
Layanan Operasional berpangkat Penata Muda Tk. I (III/b). Kinerja mereka



didukung penuh oleh dua orang Pengadministrasi Perkantoran berpangkat Penata
Muda (IIl/a). Kombinasi peran ini memastikan ketersediaan sarana fisik dan teknis
pendukung materi persidangan dapat berjalan tanpa hambatan.

Komponen terakhir yang tidak kalah penting dalam menjaga kenyamanan dan
keprotokolan persidangan adalah Tim Jamuan Sidang Badan. Seluruh personel
dalam tim ini merupakan pegawai dengan status PPPK. Melalui pembagian peran
yang sistematis dan hierarkis ini, penyelenggaraan sidang badan dapat dilaksanakan
secara profesional melalui sinergi yang solid antar-lini jabatan.

Beban kerja yang cukup tinggi ini bertumpu pada jumlah pegawai yang
megerjakan risalah sidang, dimana yang mengerjakan risalah Sidang Badan hanya
satu orang yaitu pegawai senior. Kondisi ini diperberat oleh tingkat dinamika
organisasi yang tinggi, di mana pada periode yang sama tercatat fluktuasi rotasi dan
mutasi pegawai pelaksana yang signifikan sekitar 1 sampai dengan 2 orang.
Akibatnya, persentase pegawai baru yang ditempatkan di Sub Bagian Persidangan
cukup besar, di mana mereka belum sepenuhnya menguasai alur operasional
persidangan secara mendalam.

Kondisi objektif di lapangan tersebut memicu munculnya sejumlah
permasalahan operasional terkait kapasitas kompetensi pegawai. Berdasarkan hasil
pengamatan awal dan wawancara pra-penelitian, diidentifikasi beberapa fenomena
krusial seperti, proses penyusunan draf risalah sidang terkadang tidak tepat waktu,
terutama pada agenda sidang yang padat. Hal ini berdampak domino pada
keterlambatan distribusi keputusan lembaga kepada unit terkait. Kesiapan materi
dan koordinasi menjelang hari sidang belum berjalan maksimal, sering kali
diakibatkan oleh ketergantungan pasokan bahan dari unit kerja lain yang terlambat
masuk. Meskipun sistem informasi persidangan digital telah tersedia,
pengoperasian dan pemanfaatannya belum merata di antara seluruh pegawai, di
mana pegawai baru masih membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama.

Persoalan paling krusial dalam fenomena ini bukan sekadar keterlambatan
administratif, melainkan menyangkut akurasi dan otentisitas risalah sebagai dasar
tindak lanjut keputusan tertinggi lembaga. Sebagai lembaga yang dituntut

menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme, BPK RI harus



memastikan setiap lini pendukung persidangan memiliki standar kompetensi yang
mumpuni. Menghadapi situasi ini, menjadi sangat penting untuk melakukan
analisis mendalam mengenai kompetensi pegawai pelaksana persidangan ditinjau
dari dimensi kompetensi aparatur sipil negara. Atas dasar itulah, penelitian ini
diberi judul: "Analisis Kompetensi Pegawai dalam Penyelenggaraan Sidang Badan

di Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI."

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan
penelitian yaitu: Bagaimana kompetensi pegawai dalam penyelenggaraan Sidang
Badan di Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI ditinjau dari dimensi Kompetensi

Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk, menganalisis kompetensi pegawai dalam
penyelenggaraan Sidang Badan di Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI ditinjau dari

dimensi Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural.

D. Manfaat Penelitian
Dengan tersusunnya penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh manfaat secara

akademik maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan ilmu manajemen
sumber daya manusia, khususnya analisis kompetensi pegawai di sektor publik
pada lembaga negara dengan tanggung jawab besar.

b. Menjadi referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema

serupa mengenai tata kelola persidangan lembaga tinggi negara.



. Manfaat Praktis

Bagi BPK RI: Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam merumuskan
kebijakan mengenai kompetensi pegawai penyelenggara Sidang Badan yang
lebih terarah.

. Bagi Biro Sekretariat Pimpinan: Menjadi dasar evaluasi operasional untuk
memperbaiki manajemen beban kerja dan standardisasi mutu persidangan.
Bagi Pegawai: Meningkatkan kesadaran dan motivasi pegawai untuk terus
mengembangkan kompetensi diri secara proaktif, sehingga kualitas

penyelenggaraan Sidang Badan dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada
Bab IV, rumusan permasalahan penelitian, yaitu bagaimana kompetensi pegawai
dalam penyelenggaraan Sidang Badan di Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI
ditinjau dari dimensi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, dapat
dijawab sebagai berikut: kompetensi pegawai belum merata, dengan kekuatan pada
dimensi sosial kultural, kondisi campuran pada dimensi manajerial, dan
kesenjangan paling lebar pada dimensi teknis yang terkonsentrasi pada pegawai
baru. Jawaban tersebut, beserta temuan yang telah terverifikasi melalui triangulasi
wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dirinci ke dalam beberapa poin utama

sebagai berikut:

1. Temuan Berdasarkan Dimensi Kompetensi

Secara umum, profil kompetensi pegawai Sub Bagian Persidangan
menunjukkan kekuatan yang sangat kokoh pada dimensi sikap dan etika
profesional, namun masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan sebaran
(distribusi) kecakapan pada dimensi teknis dan manajerial antara pegawai senior
dan pegawai baru. Berikut rincian capaian pada ketiga dimensi analisis:

a. Dimensi Kompetensi Teknis:

Ditemukan kesenjangan kompetensi (competency gap) yang cukup lebar pada
sub-indikator Penyusunan Risalah Sidang Badan, Penelaahan Materi, dan
Pemanfaatan Teknologi Informasi Persidangan. Kecakapan dalam menangkap
esensi keputusan secara cepat, akurat, dan berkekuatan hukum telah matang pada
pegawai senior, namun belum terbentuk secara merata pada pegawai baru yang
masih cenderung menggunakan metode pencatatan verbatim. Hal ini diperberat
oleh pola pembelajaran yang masih bersifat otodidak akibat belum tersedianya

pelatihan teknis persidangan yang spesifik dan terstruktur.
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b. Dimensi Kompetensi Manajerial:

Indikator Komunikasi dan Koordinasi secara interpersonal dinilai sangat baik
dan kooperatif oleh sembilan sekretariat unsur pimpinan. Namun, kendala terbesar
terletak pada manajemen waktu akibat keterlambatan pasokan draf materi dari unit
kerja pengusul yang sering masuk pada H-1 atau hari-H sidang. Selain itu, indikator
Pengembangan Diri dan Orang Lain belum terkelola secara sistematis; pemenuhan
formal minimal 20 jam pelajaran per tahun telah tercapai, tetapi materi pelatihannya
masih bersifat generik dan belum menyentuh kebutuhan substansial tata kelola
persidangan lembaga tinggi negara.

c. Dimensi Kompetensi Sosial Kultural:

Dimensi ini menjadi elemen paling kuat dan mapan. Seluruh pegawai (baik
senior maupun yunior) memiliki pemahaman yang mendalam terkait Integritas dan
Penjagaan Kerahasiaan dokumen negara. Sebagai Perekat Bangsa, pegawai
persidangan terbukti mampu menjaga netralitas dan memberikan pelayanan yang
setara (fair) kepada seluruh unsur pimpinan tanpa bersikap diskriminatif, yang

divalidasi secara konsisten oleh seluruh sekretariat mitra kerja.

2. Risiko Ketergantungan Struktur dan Regenerasi

Penelitian ini mengidentifikasi adanya risiko kerentanan operasional yang
tinggi akibat ketergantungan pada figur tertentu (key-person dependency). Karena
kompetensi teknis tingkat tinggi didominasi oleh segelintir pegawai senior dan
transfer pengetahuan masih berjalan secara informal, kelancaran dukungan Sidang
Badan menjadi sangat sensitif terhadap kebijakan rotasi, mutasi, atau absennya
pegawai senior tersebut.

Kondisi ini diperparah oleh belum adanya dokumen profil kompetensi teknis
yang baku dan rinci untuk jabatan pelaksana persidangan di lingkungan Biro

Sekretariat Pimpinan BPK RI.
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B. Saran

Guna mengatasi kesenjangan yang ditemukan di lapangan serta memitigasi
risiko operasional dalam penyelenggaraan Sidang Badan, diajukan saran-saran
akademis dan praktis yang disusun secara linier dengan hasil kesimpulan sebagai
berikut:
1. Pengembangan Berdasarkan Dimensi Kompetensi

a. Dimensi Kompetensi Teknis

1) Penyusunan Program Pelatihan Khusus: Mengembangkan dan
menyelenggarakan pelatihan teknis persidangan yang spesifik dan
terstruktur bagi pegawai baru, khususnya mengenai metode penulisan
risalah sidang yang analitis dan substantif (bukan sekadar pencatatan
verbatim).

2) Membangun pembiasaan penggunaan teknologi persidangan secara
rutin bersama Biro Teknologi Informasi, termasuk pengecekan kesiapan
perangkat sebelum hari pelaksanaan, terutama untuk sidang daring atau
campuran, agar gangguan teknis di menit akhir dapat ditekan.

b. Dimensi Kompetensi Manajerial

1) Membakukan prosedur penyusunan risalah serta penamaan dan
klasifikasi arsip agar mutu keluaran lebih konsisten antarpegawai dan
penelusuran dokumen lebih cepat, dengan tetap menjaga agar
penyederhanaan langkah saat terdesak waktu tidak mengorbankan
keabsahan dokumen.

2) Memperkuat mekanisme koordinasi dan kepastian tenggat dengan unit
pemasok materi, mengingat sebagian keterlambatan yang dirasakan
para sekretariat mitra justru berakar di hulu, agar beban penyelesaian di
menit akhir berkurang. Karena telaah dokumen menunjukkan tenggat
penyampaian materi sesungguhnya telah diatur dalam Tata Cara Sidang
Badan dan SOP, langkah aplikatifnya bukan membuat aturan baru,
melainkan menegakkan yang sudah ada: Kepala Biro Sekretariat

Pimpinan menyampaikan pengingat tenggat resmi secara berkala
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kepada unit pengusul dan melaporkan rekap kepatuhan tenggat sebagai
bahan evaluasi pimpinan.

3) Menyelaraskan pemenuhan kewajiban minimal 20 jam pelajaran (JP)
per tahun dengan kurikulum berbasis tata kelola persidangan lembaga
tinggi negara, bukan lagi pelatihan yang bersifat generik.

c. Dimensi Sosial Kultural

Mempertahankan nilai integritas, kerahasiaan, dan pelayanan setara
(fairness) yang sudah sangat baik melalui pemberian penghargaan (reward)
atau penguatan berkala (refreshment) dalam internal Sub Bagian Persidangan

agar standar etika ini tetap terjaga secara lintas generasi.

. Risiko Ketergantungan Struktur dan Regenerasi

a. Mitigasi Key-Person Dependency Melalui Knowledge Management:

1) Standardisasi Dokumen Operasional: Menyusun Buku Pedoman Teknis
(Manual Book) Tata Kelola Persidangan dan Standard Operating
Procedure (SOP) penyusunan risalah yang rinci sebagai acuan formal
bagi seluruh pegawai.

2) Program Mentoring Formal: Mengubah pola pembelajaran otodidak
menjadi program pendampingan (mentoring dan coaching) yang
terstruktur antara pegawai senior dan junior guna mempercepat transfer
pengetahuan substantif sebelum terjadinya rotasi, mutasi, atau masa
pensiun.

b. Penyusunan Profil Kompetensi Baku:

Mendorong Biro SDM bersama Biro Sekretariat Pimpinan untuk segera
menyusun dan mengesahkan dokumen Kamus Profil Kompetensi Teknis yang
baku untuk setiap jabatan pelaksana persidangan di lingkungan Biro Sekretariat
Pimpinan BPK RI. Langkah ini krusial agar penempatan pegawai baru di masa

mendatang didasarkan pada kesesuaian prasyarat kompetensi yang jelas.

87



Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa saran-saran di atas tidak dirumuskan
secara sepihak oleh peneliti. Sebelum difinalisasi, rumusan saran telah disampaikan
kembali kepada key informant pada tataran kebijakan dan koordinatif melalui
proses member checking. Langkah ini dilakukan untuk meminta tanggapan
mengenai kesesuaian dan keterterapan saran pada kondisi riil unit kerja. Dengan
demikian, saran yang diajukan bukan sekadar luaran akademis, melainkan rumusan
yang telah teruji efektivitasnya dari sudut pandang para praktisi yang kelak
menjalankannya.

Berdasarkan umpan balik dari Biro Sekretariat Pimpinan BPK RI, implementasi
knowledge management, khususnya terkait mekanisme persidangan dan
penyusunan risalah, merupakan kebutuhan mendesak yang dapat segera
dilaksanakan. Penguatan aspek ini melalui pelatihan berkala serta knowledge
sharing antara pegawai senior dan pegawai baru diharapkan dapat membangun
sistem yang kokoh. Sistem yang kuat ini sekaligus menjadi mitigasi risiko
organisasi dalam menjaga kontinuitas tugas apabila terjadi pergantian pegawai di
kemudian hari. Selain itu, pihak Biro juga mengemukakan bahwa program
mentoring dan coaching merupakan langkah paling taktis dan sederhana untuk terus
mengasah keterampilan pegawai. Adapun fenomena mutasi pegawai yang tidak
dapat dihindari dipandang sebagai dorongan bagi organisasi untuk tetap adaptif,

inovatif, dan memastikan fungsi organisasi tetap berjalan secara optimal.
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